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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas terkait penyimpangan seksual dalam konteks lingkungan 

militer. TNI merupakan teladan oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh 

anggota TNI harus sesuai dengan aturan dengan menghindari perbuatan yang tercela 

yang dapat dikenai pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana militer 

maupun kitab undang-undang hukum pidana. Perilaku penyimpangan seksual adalah 

perilaku pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak wajar dimana 

seseorang menyukai sesama jenis yang biasa disebut dengan istilah homoseksual. 

Tindak pidana penyimpangan seksual di lingkungan militer merupakan perbuatan 

melanggar hukum yang melibatkan perilaku seksual yang tidak etis, tidak sah, atau 

merugikan orang lain. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

meliputi  “Bagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana pelanggaran seksual 

yang dilakukan oleh oknum militer?” dan “Bagaimana pertanggungjawaban hukum 

tindak pidana pelanggaran penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum 

militer?”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif hukum, 

dengan fokus pada pemaparan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-

doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait penanganan 

hukum kasus-kasus penyimpangan seksual yang melibatkan personel militer. Adapun 

hasil dari penelitian ini yaitu Larangan terkait dengan penyimpangan seksual tidak 

diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, larangan terkait dengan 

penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum militer yang dilakukan oleh 

oknum militer terdapat dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomot ST/398/2009 

tanggal 22 Juli 2009 Juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 

tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan 

perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama. Pertanggungjawaban pidana 

berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam pasal 9 disebut Undang-Undang 

Hukum Militer kemudian diikuti dengan sanksi administrasi. Prajurit TNI yang 

terlibat kasus penyimpangan seksual akan dipecat karena perbuatan tersebut 

bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya.. 

 

Kata kunci : TNI (Tentara Nasional Indonesia); Penyimpangan Seksual; 

Penyimpangan Seksual Di Lingkungan Militer. 
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Abstract 

This research discusses sexual deviation in the context of the military environment. 

The TNI is a role model, therefore all actions carried out by TNI members must 

comply with the rules by avoiding disgraceful acts which can be subject to articles in 

the military criminal code and the criminal code. Sexual deviant behavior is the 

behavior of fulfilling sexual needs in an unnatural way where someone likes the same 

sex which is usually referred to as homosexual. The crime of sexual deviance in the 

military environment is an unlawful act that involves sexual behavior that is unethical, 

illegal, or detrimental to other people. The formulation of the problem discussed in 

this research includes "What are the provisions governing criminal acts of sexual 

offenses committed by military personnel?" and "What is the legal responsibility for 

criminal acts of sexual deviation committed by military personnel?". The research 

method used is normative legal research, with a focus on presenting legal rules, legal 

principles and legal doctrines that are relevant to answering the legal issues faced. 

This research aims to provide a comprehensive understanding regarding the legal 

handling of sexual deviation cases involving military personnel. The results of this 

research are that prohibitions related to sexual deviation are not regulated in 

statutory regulations. However, the prohibition regarding sexual deviations 

committed by military personnel is contained in the TNI Commander's Telegram 

Letter Number ST/398/2009 dated 22 July 2009 in conjunction with the TNI 

Commander's Telegram Letter Number ST/1648/2019 dated 22 October 2019 which 

Its contents regulate the prohibition of TNI soldiers from committing immoral acts 

with the same gender. Criminal liability in the form of disciplinary punishment 

contained in article 9 called the Military Law Law is then followed by administrative 

sanctions. TNI soldiers involved in cases of sexual deviation will be fired because 

these actions are contrary to legal, religious and cultural norms.these actions are 

contrary to legal, religious and cultural norms. 

 

Keywords: TNI (Indonesian National Army); Sexual Deviance; Sexual Deviance in 

the Military Environment. 
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